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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam memediasi pengaruh 

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Badan 

Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Studi ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 56 pegawai BPPKAD. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPI serta Kualitas 

Penyajian Laporan Keuangan. Selain itu, SPI juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas 

Penyajian Laporan Keuangan. Uji mediasi menunjukkan bahwa SPI memediasi secara parsial hubungan 

antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Temuan ini menegaskan 

pentingnya peningkatan sistem pengendalian intern dalam memastikan pencatatan, inventarisasi, dan 

pelaporan aset daerah yang akurat dan transparan. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi bagi 

pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pengelolaan aset guna meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 
.  

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kualitas Laporan 

Keuangan, BPPKAD, Papua Tengah 

 

 

Abstract  

This study analyzes the role of Internal Control System (ISC) in mediating the influence of Regional 

Asset Administration (BMD) on the Quality of Financial Report Presentation at the Regional Revenue 

and Asset Management Agency (BPPKAD) of Central Papua Province. This study uses a quantitative 

approach with the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. Data were 

collected through questionnaires distributed to 56 BPPKAD employees. The results of the study indicate 

that BMD Administration has a positive and significant effect on SPI and the Quality of Financial Report 

Presentation. In addition, SPI also has a significant effect on the Quality of Financial Report 

Presentation. The mediation test shows that SPI partially mediates the relationship between BMD 

Administration and the Quality of Financial Report Presentation. This finding emphasizes the 

importance of improving the internal control system in ensuring accurate and transparent recording, 

inventory, and reporting of regional assets. The implications of this study provide recommendations for 

local governments to strengthen asset management policies in order to improve the quality of financial 

reports.   
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Pendahuluan  
Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan aspek 

krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang 
menentukan kualitas laporan keuangan daerah adalah efektivitas penatausahaan 
Barang Milik Daerah (BMD), yang mencakup pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan 
aset pemerintah. Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi 
tantangan dalam pengelolaan aset, seperti ketidakakuratan pencatatan, sistem informasi 
yang belum optimal, serta kurangnya pengawasan (Permendagri No. 19 Tahun 2016). 
Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas penyajian laporan keuangan yang menjadi 
acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme 
pengendalian yang dapat memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara 
efektif dan efisien. 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki peran penting dalam meningkatkan 
akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. SPI yang efektif dapat membantu 
mencegah kesalahan pencatatan aset, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta 
meningkatkan keandalan informasi keuangan yang disajikan (COSO, 2013). Beberapa 
studi sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SPI yang kuat mampu 
meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik (Rahman & Dewi, 2020; Sari & 
Putra, 2021). Namun, masih terdapat gap penelitian terkait bagaimana SPI berperan 
sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara penatausahaan BMD dan kualitas 
laporan keuangan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. 

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan memperkuat pemahaman 
mengenai peran mediasi SPI dalam hubungan antara penatausahaan aset dan kualitas 
laporan keuangan daerah. Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan 
rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Pendapatan dan 
Aset Daerah (BPPKAD), dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BMD melalui 
penguatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam memperbaiki mekanisme 
pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan. 

 
 

Tinjauan Literatur  
 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, 
dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan 
laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission [COSO], 2013). Dalam konteks 
pemerintahan daerah, SPI berperan dalam menjaga akurasi pencatatan aset serta 
memastikan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan (Lambe et al., 2025; 
Mangallo et al., 2025; Sanggalangi et al., 2025). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menekankan bahwa pengelolaan 
aset negara harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan SPI yang baik dapat 
meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan sektor publik (Rahman & 
Dewi, 2020). Studi lain oleh Sari dan Putra (2021) menemukan bahwa SPI yang kuat 
mampu mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan, serta meningkatkan 
transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Namun, masih sedikit penelitian yang 
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secara spesifik meneliti peran SPI sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara 
penatausahaan aset dan kualitas laporan keuangan. 

 
Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Kualitas Laporan Keuangan 

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) mencakup pencatatan, 
inventarisasi, dan pelaporan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Permendagri 
No. 19 Tahun 2016). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah 
terdokumentasi dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam 
penyusunan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat 
bergantung pada akurasi dan ketepatan waktu dalam pencatatan aset. Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 
2010 menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi 
karakteristik relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Penelitian empiris telah menunjukkan hubungan positif antara penatausahaan 
aset dan kualitas laporan keuangan. Studi oleh Prasetyo et al. (2021) mengungkapkan 
bahwa daerah yang memiliki sistem pencatatan aset yang lebih tertib cenderung 
memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Temuan ini diperkuat 
oleh penelitian Saputra dan Hidayat (2022) serta (Dori et al., 2025) yang menemukan 
bahwa kelemahan dalam sistem pencatatan aset sering kali menjadi penyebab utama 
ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. 

 
Peran Mediasi Sistem Pengendalian Intern 

SPI dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara 
penatausahaan BMD dan kualitas laporan keuangan. Dalam model ini, SPI bertindak 
sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa seluruh aset yang dicatat benar-
benar mencerminkan kondisi aktual serta diawasi dengan ketat untuk menghindari 
penyimpangan (Medea et al., 2024; Paembonan et al., 2024). Studi oleh Nugroho dan 
Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dapat 
memperkuat hubungan antara sistem pencatatan aset dengan kualitas laporan 
keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Wibowo et al. (2021) yang menemukan 
bahwa pengawasan yang lebih ketat melalui SPI dapat mengurangi potensi manipulasi 
atau kesalahan dalam pelaporan keuangan daerah. 

Berdasarkan literatur yang telah dibahas, penelitian ini mengembangkan 
hipotesis sebagai berikut: 

H1: Penatausahaan BMD berpengaruh positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan 
Keuangan. 

H2: Penatausahaan BMD berpengaruh positif terhadap Sistem Pengendalian Intern. 
H3: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Penyajian 

Laporan Keuangan. 
H4: Sistem Pengendalian Intern memediasi hubungan antara Penatausahaan BMD 

dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. 
Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi gap penelitian terkait peran 

mediasi SPI dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengelolaan aset 

daerah yang lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir yang akan 

digunakan penulis adalah seperti pada Gambar 1 di bawah ini: 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 
Sumber: Penulis (2025) 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 

penelitian eksplanatori (Sugiyono, 2017) yang bertujuan untuk menguji 
hubungan kausal antara Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), Sistem 
Pengendalian Intern (SPI), dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Metode 
penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana data dikumpulkan 
dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 
Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS), yang memungkinkan 
pengujian hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel penelitian 
(Ghozali, 2021; Haryono, 2017). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di 
Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua 
Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait, jumlah populasi 
penelitian ini adalah 56 orang. Karena jumlah populasi relatif kecil, penelitian ini 
menggunakan teknik sampling jenuh, di mana seluruh anggota populasi 
dijadikan sampel penelitian (Arikunto, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk 
memastikan bahwa seluruh pegawai yang memiliki keterkaitan langsung 
dengan pengelolaan aset dan laporan keuangan dapat berpartisipasi dalam 
penelitian ini. 

Penelitian ini dilakukan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah pada tahun 
2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi objek penelitian 
dengan tujuan penelitian, mengingat instansi ini bertanggung jawab atas 
pengelolaan pendapatan dan aset daerah, termasuk pencatatan dan pelaporan 
Barang Milik Daerah. Selain itu, peneliti memiliki akses terhadap data yang 
dibutuhkan serta kemudahan dalam menjangkau responden. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
yang disebarkan kepada seluruh responden. Kuesioner terdiri dari pernyataan-
pernyataan yang mengukur variabel Penatausahaan BMD, SPI, dan Kualitas 

Sistem Pengendalian 

Intern (Z) 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah (X) 

Kualitas Penyajian 

Laporan Keuangan (Y) 

H1 

H4 
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Penyajian Laporan Keuangan, dengan skala Likert 5 poin yang berkisar dari 1 
(sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Sebelum digunakan dalam 
penelitian utama, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan 
bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang baik. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode SEM-PLS melalui 
perangkat lunak SmartPLS 4.0. Pengujian model dilakukan dalam dua tahap, 
yaitu uji outer model dan uji inner model. Uji outer model digunakan untuk 
mengevaluasi validitas dan reliabilitas indikator dalam mengukur konstruk 
laten, melalui pengukuran convergent validity, discriminant validity, serta 
composite reliability. Sementara itu, uji inner model dilakukan untuk menguji 
hubungan antar variabel, termasuk uji koefisien determinasi (R²), uji efek (f²), 
serta uji hipotesis menggunakan bootstrapping untuk menguji signifikansi 
hubungan antar variabel (Hair et al., 2019). 

Dengan menggunakan teknik SEM-PLS, penelitian ini dapat 
mengidentifikasi pengaruh langsung Penatausahaan BMD terhadap Kualitas 
Penyajian Laporan Keuangan, serta peran mediasi SPI dalam hubungan tersebut. 
Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan 
keuangan di pemerintahan daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan 
bagi peningkatan sistem pengelolaan aset daerah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Pendapatan 

dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah yang berjumlah 56 orang. 
Karakteristik responden dianalisis berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, 
dan lama bekerja, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut: 

 
Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Jenis Kelamin Laki-laki 30 53.57% 
 Perempuan 26 46.43% 

Usia < 30 tahun 10 17.86% 
 30 – 40 tahun 18 32.14% 
 41 – 50 tahun 16 28.57% 
 > 50 tahun 12 21.43% 

Pendidikan Terakhir SMA/SMK 8 14.29% 
 D3 12 21.43% 
 S1 26 46.43% 
 S2 10 17.86% 

Lama Bekerja < 5 tahun 12 21.43% 
 5 – 10 tahun 15 26.79% 
 11 – 20 tahun 18 32.14% 
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Karakteristik Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 
 > 20 tahun 11 19.64% 

          Sumber: Data primer diolah, 2025 
 

Hasil karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas responden 
berjenis kelamin laki-laki (53.57%), dengan kelompok usia dominan antara 30 – 40 tahun 

(32.14%). Sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) sebesar 

46.43%, dan pengalaman kerja mayoritas berada pada rentang 11 – 20 tahun (32.14%). 
 
Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi data 

dari variabel penelitian, meliputi Penatausahaan Barang Milik Daerah (X), Sistem 
Pengendalian Intern (Z), dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y). Hasil statistik 
deskriptif ditampilkan dalam Tabel 2 berikut: 

 
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Mean Std. Deviasi Min Max 

Penatausahaan BMD (X) 56 4.15 0.62 3.00 5.00 

Sistem Pengendalian 
Intern (Z) 

56 4.10 0.58 3.00 5.00 

Kualitas Penyajian 
Laporan Keuangan (Y) 

56 4.20 0.65 2.00 5.00 

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS, 2025 
 
Hasil deskriptif menunjukkan bahwa responden secara umum menilai 

Penatausahaan BMD, SPI, dan Kualitas Laporan Keuangan dalam kategori tinggi, 
dengan skor rata-rata masing-masing di atas 4.00 dalam skala Likert 5 poin. 

 
Hasil Uji Outer Model (Validitas dan Reliabilitas) 
Pengujian outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Hasil pengujian convergent validity 
menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki loading factor di atas 0.70, yang berarti 
semua indikator valid dalam mengukur konstruk masing-masing. 

Selanjutnya, uji reliabilitas menggunakan Composite Reliability (CR) dan 
Cronbach’s Alpha (CA) menunjukkan nilai di atas 0.70 untuk semua variabel, yang 
mengindikasikan reliabilitas yang baik 

. 
Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel AVE 
Composite 
Reliability 

Cronbach’s 
Alpha 

Penatausahaan BMD (X) 0.752 0.911 0.889 

Sistem Pengendalian Intern (Z) 0.721 0.902 0.876 

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan 
(Y) 

0.765 0.924 0.901 

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS, 2025 
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Karena seluruh variabel memenuhi kriteria AVE > 0.50, CR > 0.70, dan CA > 
0.70, maka instrumen penelitian ini dapat dinyatakan valid dan reliabel (Ghozali, 2021). 

 
Hasil Uji Inner Model dan Pengujian Hipotesis 
Uji inner model dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel dalam 

penelitian. Koefisien determinasi (R²) menunjukkan seberapa besar variabel independen 
mampu menjelaskan variabel dependen. 

 
Tabel 4. Hasil Uji R² 

Variabel Dependen R² Interpretasi 

Sistem Pengendalian Intern (Z) 0.512 Sedang 

Kualitas Laporan Keuangan (Y) 0.648 Kuat 

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS, 2025 
 
Hasil ini menunjukkan bahwa 51.2% variabilitas SPI dapat dijelaskan oleh 

Penatausahaan BMD, dan 64.8% variabilitas Kualitas Laporan Keuangan dapat 
dijelaskan oleh SPI dan Penatausahaan BMD. 

 
Hasil Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode bootstrapping 

menggunakan SEM-PLS. Hasil pengujian hipotesis ditampilkan dalam Tabel 5 berikut: 
 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Hubungan Antar Variabel Koefisien 
T-
Statistik 

P-
Value 

Keputusan 

H1 
Penatausahaan BMD → Kualitas 
Laporan Keuangan 

0.145 1.532 0.126 Ditolak   

H2 
Penatausahaan BMD → Sistem 
Pengendalian Intern 

0.456 5.123 0.000 
Diterima 

   

H3 
Sistem Pengendalian Intern → 
Kualitas Laporan Keuangan 

0.514 6.398 0.000 
Diterima 

   

H4 
Penatausahaan BMD → SPI → 
Kualitas Laporan Keuangan 
(Mediasi) 

0.234 3.987 0.001 
Diterima 

   

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS, 2025 
 
Interpretasi Hasil Uji Hipotesis 
 

1. Hipotesis 1 (H1) Ditolak: 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD tidak berpengaruh 
secara langsung terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan karena nilai T-
Statistik = 1.532 (< 1.96) dan P-Value = 0.126 (> 0.05). Artinya, pencatatan dan 
pelaporan aset yang baik tidak serta-merta meningkatkan kualitas laporan 
keuangan tanpa adanya faktor lain yang memperkuat hubungan tersebut. 

2. Hipotesis 2 (H2) Diterima: 
Penatausahaan BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) dengan koefisien 0.456, T-Statistik = 5.123 (> 1.96), dan 
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P-Value = 0.000 (< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik proses 
penatausahaan aset, semakin kuat pula sistem pengendalian internal yang 
diterapkan di BPPKAD. 

3. Hipotesis 3 (H3) Diterima: 
SPI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penyajian 
Laporan Keuangan, dengan koefisien 0.514, T-Statistik = 6.398 (> 1.96), dan P-
Value = 0.000 (< 0.05). Artinya, sistem pengendalian yang efektif dapat 
meningkatkan transparansi, akurasi, dan keandalan laporan keuangan 
pemerintah daerah. 

4. Hipotesis 4 (H4) Diterima (Mediasi Parsial): 
SPI memediasi hubungan antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Penyajian 
Laporan Keuangan, dengan koefisien 0.234, T-Statistik = 3.987 (> 1.96), dan P-
Value = 0.001 (< 0.05). Mediasi ini bersifat parsial, yang berarti Penatausahaan 
BMD tetap dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan 
keuangan, tetapi pengaruhnya lebih kuat jika melalui SPI. 

 
PEMBAHASAN 
Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai 

hubungan antara Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), Sistem Pengendalian 
Intern (SPI), dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Badan Pengelola Pendapatan 
dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Temuan ini mengkonfirmasi 
bahwa meskipun penatausahaan BMD penting dalam pengelolaan aset daerah, 
pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan tidak signifikan tanpa adanya sistem 
pengendalian internal yang efektif. 
 
Penatausahaan BMD Tidak Berpengaruh Langsung terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD tidak memiliki 
pengaruh langsung terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (H1 ditolak, T-
Statistik = 1.532, P-Value = 0.126). Temuan ini bertentangan dengan beberapa penelitian 
sebelumnya yang menyatakan bahwa pencatatan aset yang baik secara langsung 
meningkatkan akurasi laporan keuangan (Prasetyo et al., 2021; Saputra & Hidayat, 
2022). Kegagalan hubungan langsung ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. 
Pertama, meskipun aset daerah telah dicatat dengan baik, proses pelaporan keuangan 
masih dapat mengalami kendala akibat ketidaksesuaian dalam sistem pencatatan, 
keterlambatan pelaporan, atau kurangnya kepatuhan terhadap standar akuntansi 
pemerintah. Kedua, faktor eksternal seperti kualitas sumber daya manusia dan 
keterbatasan teknologi informasi juga dapat menghambat peningkatan kualitas laporan 
keuangan meskipun penatausahaan BMD sudah dilakukan dengan baik. 

 
Penatausahaan BMD Berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD memiliki pengaruh 
signifikan terhadap SPI (H2 diterima, T-Statistik = 5.123, P-Value = 0.000). Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik sistem penatausahaan aset, semakin efektif pula 
sistem pengendalian internal yang diterapkan di BPPKAD. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho & Kurniawan (2023) yang 
menyatakan bahwa pengelolaan aset yang tertib dan sistematis akan memperkuat 
mekanisme pengendalian internal dalam organisasi pemerintahan. Dengan adanya 
pencatatan dan inventarisasi aset yang baik, sistem pengendalian dapat lebih mudah 
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dalam melakukan audit, memonitor keberadaan aset, serta memastikan kepatuhan 
terhadap regulasi keuangan daerah. 

 
Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (H3 diterima, T-Statistik = 6.398, P-
Value = 0.000). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal 
yang baik mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan keandalan laporan 
keuangan di sektor publik. 

Temuan ini didukung oleh penelitian Rahman & Dewi (2020) serta Sari & Putra 
(2021), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang kuat 
dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. SPI yang baik memastikan bahwa prosedur akuntansi 
dijalankan sesuai dengan standar, mencegah manipulasi laporan, serta meningkatkan 
akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. 

 
Peran Mediasi Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungan antara Penatausahaan 
BMD dan Kualitas Laporan Keuangan 

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa SPI memediasi 
hubungan antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Laporan Keuangan (H4 diterima, 
T-Statistik = 3.987, P-Value = 0.001). Mediasi ini bersifat parsial, yang berarti bahwa 
meskipun penatausahaan BMD dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 
laporan keuangan, dampaknya akan jauh lebih kuat jika melalui mekanisme sistem 
pengendalian internal yang baik. 

Penemuan ini memiliki implikasi praktis yang penting. Jika pemerintah daerah 
ingin meningkatkan kualitas laporan keuangan, mereka tidak cukup hanya dengan 
meningkatkan pencatatan dan inventarisasi aset, tetapi juga harus memperkuat sistem 
pengendalian internal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi: 

1. Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan aset dengan teknologi informasi 
yang lebih baik, sehingga meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan 
keuangan. 

2. Memperkuat pengawasan internal dan audit terhadap pencatatan serta 
pengelolaan aset daerah untuk mencegah penyimpangan dalam pelaporan. 

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi 
dalam bidang akuntansi pemerintahan agar standar akuntansi dapat diterapkan 
dengan lebih konsisten. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penatausahaan BMD saja tidak cukup 
untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa adanya sistem pengendalian 
internal yang efektif. SPI terbukti menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa aset 
daerah yang dikelola dengan baik dapat tercermin dalam laporan keuangan yang akurat 
dan transparan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah 
lebih memprioritaskan penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan aset, 
karena hal ini memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan 
keuangan daerah. 
 

KESIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Pengendalian Intern 

(SPI) dalam memediasi hubungan antara Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) 
dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Badan Pengelola Pendapatan dan Aset 
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Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Penatausahaan BMD tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Kualitas Penyajian 
Laporan Keuangan, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Namun, Penatausahaan 
BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SPI, yang mendukung hipotesis 
kedua (H2). Selanjutnya, SPI terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas 
Penyajian Laporan Keuangan, yang menguatkan hipotesis ketiga (H3). Lebih lanjut, SPI 
memediasi hubungan antara Penatausahaan BMD dan Kualitas Penyajian Laporan 
Keuangan, yang mendukung hipotesis keempat (H4). 

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pencatatan dan pengelolaan 
aset daerah telah dilakukan dengan baik, kualitas laporan keuangan tidak akan 
meningkat secara langsung tanpa adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Hal 
ini menunjukkan bahwa SPI memainkan peran penting dalam memastikan 
transparansi, akurasi, dan keandalan laporan keuangan di sektor publik. Oleh karena 
itu, pemerintah daerah perlu lebih berfokus pada penguatan sistem pengendalian 
internal sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah. 

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini 
hanya dilakukan di satu instansi pemerintah daerah, yaitu BPPKAD Provinsi Papua 
Tengah, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain. 
Kedua, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat 
pengumpulan data, yang dapat menyebabkan bias persepsi dari responden. Ketiga, 
penelitian ini belum mempertimbangkan faktor eksternal lain yang mungkin turut 
memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kebijakan pemerintah pusat atau 
dukungan teknologi informasi. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan wilayah penelitian 
diperluas ke beberapa daerah atau instansi lain agar hasil penelitian lebih representatif. 
Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan metode campuran (mixed-method) 
dengan wawancara atau studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih 
mendalam terkait mekanisme pengelolaan aset dan sistem pengendalian internal. Lebih 
lanjut, penelitian di masa mendatang juga dapat mengeksplorasi peran faktor eksternal 
seperti regulasi pemerintah, kompetensi SDM, serta penerapan teknologi digital dalam 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sistem pencatatan aset yang 
baik, tetapi juga pada efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Oleh 
karena itu, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan harus difokuskan pada 
penguatan mekanisme pengendalian internal agar laporan keuangan yang dihasilkan 
lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 
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